WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERKOTAAN ATAS OBJEK PAJAK DENGAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN RP 130.000.000

Menimbang :

Mengingat

(SERATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan dan
kondisi yang terjadi di Kota Semarang terkait kenaikan
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka Walikota Semarang
Nomo 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan atas objek pajak dengan Nilai
Jual Objek Pajak sampai dengan Rpl130.000.000 (seratus
tiga puluh juta rupiah) perlu ditinjau kembali;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Semarang Nomo 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas Objek Pajak
dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan
Rp130.000,000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di  Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara an Kendal serta Penataan Kecamatan
di Wialayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 5§ Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83)



11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2011tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
60).

12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 38).

13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017
tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan atas Objek Pajak dengan Nilai Jual Objek
Pajak sampai dengan Rp 130.000.000 (seratus tiga
puluh juta rupiah) (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2017 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 50 TAHUN
2017 TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN ATAS OBJEK PAJAK DENGAN
NILAI JUAL OBJEK  PAJAK SAMPAI DENGAN
RP 130.000.000 (SERATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH)

Pasal |

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) da ayat (4) dalam Peraturan Walikota Semarang
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perkotaan Atas Objek Pajak Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan
Rp 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)
(4)

Pasal 2

Walikota memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak orang pribadi
dengan batasan NJOP paling banyak Rp. 130.000.0000 (seratus tiga
puluh juta rupiah) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Pembebasan Pajak Bumi dan Banguan bagi wajib pajak orang pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus persen)
dari Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang,

Dihapus.
Dihapus.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1} Peocus,i 2407

WALIKO EMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang )
pada tanggal 2§ ‘f'r_-"mvft,n 2hr e

P|.SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ANTO
Kepala Dinas Penataan Ruang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 10| (INOMOR {]



